BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG
NOMOR 100.3.3.2/ 001 /2024

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2024

Menimbang

Mengingat

=

BUPATI REMBANG,

bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bupati Rembang
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan
Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan
Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, Kepala Perangkat
Daerah menyusun rencana pembentukan Peraturan Kepala
Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun 2024;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;




Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan
Bupati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan
Bupati;

MEMUTUSKAN:
Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun 2024
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Program tersebut diktum KESATU menjadi pedoman dalam
penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tahun 2024.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang_
pada tanggal 2 ’qrawarr 2024

BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ



-

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Rembang
Nomor : 100.3.3.2/<22/ /2024
Tanggal : 2 Jamvan Ro2q

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2024

NO. JENIS TENTANG MATERI POKOK STATUS PELAKSA | PENJELASAN OPD TARGET KETERANGAN
NAAN PENYAMPAIAN
LAMA| BARU
1] (2) (3) (4) (5 | (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1. | Peraturan | Rencana Kerja Pemerintah Daerah | Rencana Kerja Pemerintah ¥ 2024 Perbup  Rutin | BAPPEDA 2024
Bupati Tahun 2025 Daerah Tahunan
2. | Peraturan | Rencana Kerja Perangkat Daerah | Rencana Kerja Pemerintah v 2024 Perbup  Rutin | BAPPEDA 2024
Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2025 Daerah Tahunan
3. | Peraturan | Perubahan Atas Peraturan Bupati | Perubahan Rencana Kerja v 2024 Perbup  Rutin | BAPPEDA 2024
Bupati Rembang Nomor 19 Tahun 2023 | Pemerintah Daerah Tahunan
tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2024
4. | Peraturan | Pedoman Pembentukan Tim | - Pembentukan Dan v 2024 bahwa Perbup | BAPPEDA
Bupati Koordinasi Penanggulangan Keanggotaan TKPKD No. 28 Tahun
Kemiskinan di Kabupaten | - Tata Kerja TKPKD 2019 sudah
Rembang - Penyelarasan Kerja tidak selaras
- Pembinaan dengan
Kelembagaan Dan Permendagri
Sumber Daya Manusia Nomor 53
- Pelaporan Tahun 20202
S. | Peraturan | Penjabaran Pertanggungjawaban | Laporan Realisasi v 2024 BPPKAD 2024
Bupati Pelaksanaan Anggaran | Anggaran Yang Meliputi:
Pendapatan dan Belanja Daerah Pendapatan, Belanja Dan
Pembiayaan
6. | Peraturan | Penjabaran Anggaran Pendapatan | Penjabaran APBD Yang v 2024 BPPKAD 2024
Bupati dan Belanja Daerah Meliputi Pendapatan
Daerah, Belanja Daerah,
Pembiayaan Daerah
7. | Peraturan | Analis  Standar Belanja  di | Penilaian Kewajaran Atas v 2024 BPPKAD 2024
Bupati Lingkungan Pemerintah | Beban Kerja Dan Biaya
Kabupaten Rembang Yang Digunakan Untuk
Melaksanakan Suatu Sub
Kegiatan
8- | Peraturan | Standar Harga  Satuan Di | Pedoman Bagi Perangkat v 2024 BPPKAD 2024
Bupati Lingkungan Pemkab Rembang | Daerah/Unit Kerja Di
1 Tahun 2024 Lingkungan Pemkab




NO. JENIS TENTANG MATERI POKOK STATUS PELAKSA | PENJELASAN OPD TARGET KETERANGAN
NAAN PENYAMPAIAN
LAMA| BARU
(1] (2) (3) (4) (5 | (6) (7) (8) 9 (10) (11)
Rembang Untuk
Menyusun Biaya
Komponen Masukan
Kegiatan Dalam
Penyusunan Rencana
Kerja Anggaran Perangkat
Daerah Tahun 2025
9. | Peraturan | Petunjuk Teknis Pelayanan | Petunjuk Teknis Sebagai v 2024 Dalam rangka | Dindukcapil 2024
Bupati Administrasi Kependudukan di | Panduan Atau Pedoman menyelaraskan
Kabupaten Rembang Dalam Melaksanakan pelayanan
Pelayanan  Administrasi Administrasi
Kependudukan Kependudukan,
yaitu dengan
membuat
petunjuk teknis
sebagai
pedoman
petugas
pelayanan
Administrasi
Kependudukan
dalam
pembuatan
dokumen
kependudukan
dan pencatatan
sipil
10. | Peraturan | Pengendalian dan Evaluasi Kinerja | Mekanisme Pengendalian v 2024 Disertai Bagian 2024
Bupati Pelaksanaan Kegiatan | Dan Evaluasi penjelasan Adminitrasi
Pembangunan di Kabupaten | Pelaksanaan Pelaksanaan Pembangunan
Rembang Kegiatan Pembangunan Setda
Oleh Perangkat Daerah
Melalui Optimalisasi
Sistem Informasi
11. | Peraturan | Standar Operasional Prosedur | Standar Operasional v 2024 SATPOL PP 2024
Bupati Satuan Polisi Pamong Praja dan | Prosedur Satuan Polisi
Kode Etik Polisi Pamong Praja Pamong Praja Dan Kode
Etik Polisi Pamong Praja
12. | Peraturan | Rencana Detail Tata Ruang | Penetapan Rencana Detail v 2024 DPUTARU 2024
Bupati Perkotaan Lasem Tata Ruang Perkotaan
Lasem




NO. JENIS TENTANG MATERI POKOK STATUS PELAKSA | PENJELASAN OPD TARGET KETERANGAN
NAAN IPENYAMPAIAN
LAMA| BARU
(1] (2) (3) (4) (5) | (6) (7) (8) 9) (10) (11)
13. | Peraturan | Rencana Detail Tata Ruang | Penetapan Rencana Detail v 2024 DPUTARU 2024
Bupati Perkotaan Rembang Tata Ruang Perkotaan
Rembang
14. | Peraturan | Pedoman Pengelolaan Informasi | - Pelaksanaan Layanan v 2024 Dinkominfo 2024 Mengganti
Bupati dan Dokumentasi Publik di Informasi dan Peraturan
Lingkungan Pemerintah Dokumentasi Publik Bupati
Kabupaten Rembang - Kelembagaan Pengelola Rembang No.
Informasi dan 30 Tahun
Dokumentasi 2021 tentang
- Jenis Informasi Pedoman
- Standar Layanan Pengelolaan
- Laporan, Monitoring Pelayanan
dan Evaluasi Informasi dan
Dokumentasi
di
LingkunganP
emerintah
Kabupaten
Rembang
15. | Peraturan | Perencanaan Pembinaan  Dan | Kebijakan Pengawasan v 2024 Inspektorat 2024
Bupati Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
16. | Peraturan | Pedoman Probity Audit Dalam | Probity Audit v 2024 Inspektorat 2024
Bupati Proses Pengadaan Barang/Jasa
17. | Peraturan | Tata Cara Pemungutan Dana |Tata Cara Pemungutan 4 2024 Dinperinnaker 2024 Menindaklanj
Bupati Kompensasi Penggunaan Tenaga | Dana Kompensasi uti Perda
Kerja Asing Penggunaan Tenaga Kerja Pajak Daerah
Asing Sebagai  Obyek dan Retribusi
Retribusi Daerah Daerah
18. | Peraturan | Pembentukan Unit Layanan | Pembentukan Unit v 2024 Dinperinnaker 2024 Menindaklanj
Bupati Disabilitas Layanan Disabilitas uti Perda
Bidang Ketenagakerjaan Kab.
Dan Susunan Rembang No
Keanggotaan 6 Tahun
2022 tentang
Pemenuhan
hak
penyandang
disabilitas
19. | Peraturan | Rencana Aksi Daerah | Peraturan Pelaksanaan Di v DLH 2024
Bupati Pengurangan Dan Penghapusan | Tingkat Daerah Tentang
Merkuri Pengurangan Dan




NO.

JENIS

TENTANG

MATERI POKOK

STATUS

PELAKSA
NAAN

PENJELASAN

OPD

TARGET
PENYAMPAIAN

KETERANGAN

LAMA

BARU

(1]

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Penghapusan Merkuri,
Sebagai Mandat Perpres
21/2019 Tentang
Rencana Aksi Nasional
Pengurangan Dan
Penghapusan Merkuri.
Pengurangan Dan
Penghapusan Merkuri
Bertujuan Untuk
Melindungi Kesehatan
Manusia Dan
Keselamatan Lingkungan
Dari Emisi Dan Lepasan
Akibat Merkuri Dan
Senyawa Merkuri Yang
Berasal Dari Kegiatan
Manusia.

20.

Peraturan
Bupati

Tata Cara Pemungutan Retribusi
Pelayanan
Persampahan /Kebersihan

Peraturan Pelaksanaan Di
Tingkat Daerah Tentang
Pemungutan Retribusi
Pelayanan Persampahan/
Kebersihan

2024

DLH

2024

21,

Peraturan
Bupati

Pemanfaatan Fasilitas Publik Alon-
Alon Rembang Dan Alon-Alon
Lasem

Peraturan Pelaksanaan Di
Tingkat Daerah Tentang
Pemanfaatan Fasilitas
Publik Alon-Alon
Rembang Dan Alon-Alon
Lasem

2024

DLH

2024

22,

Peraturan
Bupati

Pengelolaan Jalur Hijau

Peraturan Pelaksanaan Di
Tingkat Daerah Tentang
Pengelolaan Jalur Hijau

2024

DLH

2024

23.

Peraturan
Bupati

Pelaksanaan Seleksi Aparatur Sipil
Negara

Pelaksanaan Seleksi Asn

Agustus

BKD

2024

24,

Peraturan
Bupati

Pola Karier Pegawai Negeri Sipil

Dalam
Karier

Pedoman
Pengembangan
Bagi PNS

2024

BKD

2024

25.

Peraturan
Bupati

Mutasi Pegawai Negeri Sipil

Petunjuk Pelaksanaan

Mutasi Pns

2024

BKD

2024

26,

Peraturan
Bupati

Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri
Sipil

Petunjuk Pelaksanaan

Kenaikan Pns

2024

BKD

2024




NO. JENIS TENTANG MATERI POKOK STATUS PELAKSA | PENJELASAN OPD TARGET KETERANGAN
NAAN PENYAMPAIAN
LAMA| BARU
(1] (2) (3) (4) (5) | (6) (7) (8) 9 (10) (11)
27. | Peraturan | Pengembangan Kompetensi Tugas | Pengembangan v 2024 BKD 2024
Bupati Belajar Kompetensi Melalui Jalur
Pendidikan
28. | Peraturan | Pengembangan Kompetensi | Pengembangan PPPK v 2024 BKD 2024
Bupati Pegawai Pemerintah dengan | Melalui Jalur Peningkatan
Perjanjian Kerja Kompetensi
29. | Peraturan | Perubahan Keempat atas | Pengaturan kembali v 2024 Pajak TPP di | Bagian 2024
Bupati Peraturan Bupati Rembang Nomor | (penyesuaian) pemberian tanggung Organisasi
64 Tahun 2020 tentang Pemberian | TPP, pajak TPP Pemda, Setda
Tambahan Penghasilan Pegawai | ditanggung Pemda, penyesuaian
Apartur Sipil Negara penyesuaian TPP Kepala TPP Kepala
Bidang, Kepala Bagian di Bidang, Kepala
Setwan dan Bagian PBJ Bagian di
Setwan dan
Bagian PBJ
30. | Peraturan | Perubahan atas Peraturan Bupati | Penyempurnaan IKU v 2022-2026 | Penambahan Bagian 2024
Bupati Rembang Nomor 47 Tahun 2021 | Pemerintah Kabupaten sasaran, Organisasi
tentang Indikator Kinerja Utama | Rembang Tahun 2021- indikator Setda
Pemerintah Kabupaten Rembang | 2026 dengan menambah sasaran dan
Tahun 2021-2026 sasaran, indikator formulasi
sasaran dan formulasi perhitungannya
penghitungannya. .
31. | Peraturan | Perubahan atas Peraturan Bupati | Penyesuaian Road Map v 2022-2026 | Penyesuaian Bagian 2024
Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2022 | Reformasi Birokrasi (RB) terhadap Road | Organisasi
tentang Road Map Reformasi | Pemerintah Map RB | Setda
Birokrasi Pemerintah Kabupaten | Kabupaten Rembang Nasional (RB
Rembang Tahun 2022-2026 Tahun 2022-2026 General dan RB
berdasarkan Peraturan Tematik)
Menteri PANRB Nomor 3
Tahun 2023
32, | Peraturan | Pembentukan UPTD Laboratorium | Pembentukan UPTD v 2024 Membentuk Bagian 2024
Bupati Kesehatan Daerah LABKESDA UPTD Organisasi
LABKESDA Setda
33. | Peraturan | Sistem Kerja Pemerintah Daerah Mengatur sistem kerja v 2024 Sistem kerja | Bagian 2024
Bupati baru berdasarkan baru dengan | Organisasi
Peraturan Menteri PANRB pembentukan Setda
Nomor 7 Tahun 2022 Tim-tim Kerja
tentang Sistem Kerja pada
Instansi Pemerintah
untuk Penyederhanaan
Birokrasi




NQO. JENIS TENTANG MATERI POKOK STATUS PELAKSA | PENJELASAN OPD TARGET KETERANGAN
NAAN PENYAMPAIAN
LAMA| BARU
(1] (2) (3) (4) (5) | (6) (7) (8) 9) (10) (11)
34. | Peraturan | UPT Balai Latihan Kerja Mengubah status UPT v 2024 Mengubah Bagian 2024
Bupati BLK pada Dinas status UPT BLK | Organisasi
Perindustrian dan Tenaga pada Setda
Kerja DINPERINNAKE
R
35. | Peraturan | Pengaturan Hari dan Jam Kerja | Mengatur Hari Kerja dan v 2024 Mengatur Hari | Bagian 2024
Bupati Instansi Pemerintah dan Pegawai | Jam Kerja sesuai Kerja dan Jam | Organisasi
Aparatur Sipil Negara di | Peraturan Presiden Nomor Kerja sesuai | Setda
Lingkungan Pemerintah Daerah 21 Tahun 2023 tentang Peraturan
Hari Kerja dan Jam Kerja Presiden Nomor
Instansi Pemerintah dan 21 Tahun 2023
Pegawai Aparatur Sipil tentang Hari
Negara Kerja dan Jam
Kerja Instansi
Pemerintah dan
Pegawai
Aparatur  Sipil
Negara
36. | Peraturan | UPT Pengelolaan Sampah Penyesuaian uraian tugas v 2024 Penyesuaian Bagian 2024
Bupati UPT uraian tugas | Organisasi
UPT Setda
37. | Peraturan | Pembentukan dan Susunan | Perubahan nomenklatur, v 2024 Pembentukan Bagian 2024
Bupati Perangkat Daerah BAPPERIDA susunan organisasi, tugas dan  Susunan | Organisasi
dan fungsi serta tata kerja Perangkat Setda
BAPPEDA menjadi Daerah
BAPPERIDA BAPPERIDA
38. | Peraturan | Pembentukan dan Susunan | Pemisahan dari v 2024 Pembentukan Bagian 2024
Bupati Perangkat Daerah BAPENDA BPPKAD dan  Susunan | Organisasi
Perangkat Setda
Daerah
BAPENDA
39. | Peraturan | Kode Etik Personil Unit Kerja ¥ 2024 Bagian 2024
Bupati Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan
Kabupaten Rembang Barang dan
Jasa Setda
40. | Peraturan | Jadwal Retensi Arsip v 2024 Dinpustasip 2024
Bupati
41. | Peraturan | Pedoman Pengelolaan Arsip di v 2024 Dinpustasip 2024
Bupati Kabupaten Rembang
42, | Peraturan | Pedoman Pengelolaan Arsip v 2024 Dinpustasip 2024
Bupati Terjaga




NO. JENIS TENTANG MATERI POKOK STATUS PELAKSA | PENJELASAN OPD TARGET KETERANGAN
NAAN PENYAMPAIAN
LAMA| BARU
(1) (2) (3) 4) (5) | (6) (7) (8) 9) (10) (11)
43. | Peraturan | Rencana Aksi Daerah Penerapan v 2024 Bagian 2024
Bupati Standar Pelayanan Minimal Di Pemerintahan
Kabupaten Rembang Tahun 2023- Setda
2027
44, | Peraturan | Lembaga Kemasyarakatan Desa 2024 Dinpermades 2024
Bupati
45. | Peraturan | Pedoman Persetujuan Rencana 2024 DPKP 2024
Bupati Tapak Perumahan
46. | Peraturan | Pedoman dan Tata Cara Pemberian 2024 BPBD 2024
Bupati Bantuan Akibat Bencana Di
Kabupaten Rembang
47. | Peraturan | Pinjaman Lunak Bagi Pelaku 2024 Dintanpan 2024
Bupati Usaha Pangan Melalui Penugasan
Kepada PT BPR Bank Rembang
(PERSERODA)
48. | Peraturan | Detail Rincian Obyek Pelayanan 2024 RSUD dr. R. 2024
Bupati Kesehatan pada Rumah Sakit Soetrasno
Umum Daerah dr. R. Soetrasno
Kabupaten Rembang
49, | Peraturan | Tata Cara Pelaksanaan 2024 BPPKAD 2024
Bupati Pemungutan Pajak BJT, Pajak
MBLB, dan Pajak Sarang Burung
Walet
50. | Peraturan | Tata Cara Pelaksanaan 2024 BPPKAD 2024
Bupati Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan
51. | Peraturan | Tata Cara Pelaksanaan 2024 BPPKAD 2024
Bupati Pemungutan Pajak Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan
52. | Peraturan | Tata Cara Pelaksanaan 2024 BPPKAD 2024
Bupati Pemungutan Pajak Reklame
53. | Peraturan | Tata Cara Pelaksanaan 2024 BPPKAD 2024
Bupati Pemungutan Pajak Air Tanah
54. | Peraturan | Tata Cara Pelaksanaan 2024 BPPKAD 2024
Bupati Pelimpahan Sebagian Kewenangan
Dibidang Pemungutan Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah
Kepada  Organisasi Perangkat

Daerah di Kabupaten Rembang.




NO. JENIS TENTANG MATERI POKOK STATUS PELAKSA | PENJELASAN OPD TARGET KETERANGAN
NAAN PENYAMPAIAN
LAMA| BARU
(1 ) 3) () (5| (6) (@) (8) 9) (10) (11)
55. | Peraturan | Tata Cara Pelaksanaan Pemberian 2024 BPPKAD 2024
Bupati keringanan, pengurangan,
pembebasan pokok pajak dan
pembebasan dendan adminsitrasi
Pajak dan Retribusi Daerah di
Kabupaten Rembang
56. | Peraturan | Tata Cara Pelaksanaan 2024 BPPKAD 2024
Bupati Penghapusan Piutang Pajak dan
Retribusi Daerah
57. | Peraturan | tata Cara pemungutan retribusi 2024 Dinas 2024
Bupati BLUD Kesehatan
58. | Peraturan | tata Cara pemungutan retribusi 2024 Dinas 2024
Bupati Pelayanan Kesehatan Kesehatan
59. | Peraturan | Petunjuk Pelaksanaan Retribusi 2024 Dinas 2024
Bupati Pelayanan Parkir Tepi Jalan Perhubungan
Umum dan Parkir Tempat Khusus
di Luar Badan Jalan
60. | Peraturan | tata cara pemungutan Retribusi 2024 Dinas 2024
Bupati pelayanan tempat rekreasi, Kebudayaan
pariwisata dan Pariwisata
61. | Peraturan | tata cara pemungutan retribusi 2024 DPU Taru 2024
Bupati persetujuan bangunan gedung
62. | Peraturan | tata cara pemungutan Retribusi 2024 DLH 2024
Bupati pelayanan Kebersihan
63. | Peraturan | tata cara pemungutan retribusi 2024 Dinperinaker 2024
Bupati penggunaan tenaga kerja asing
64. | Peraturan | tata cara pemungutan Retribusi 2024 Dindagko UKM 2024
Bupati pelayanan Pasar
65. | Peraturan | tata cara pemungutan retribusi 2024 Dindagko UKM 2024
Bupati penyediaan tempat kegiatan usaha
berupa pasar grosir, pertokoan,
dan tempat kegiatan usaha
lainnya
67. | Peraturan | tata cara pemungutan retribusi 2024 Dintanpan 2024
Bupati pelayanan rumah pemotongan
hewan ternak
68. | Peraturan | Tata Cara Pemungutan penjualan 2024 Dintanpan 2024
Bupati hasil produksi usaha Pemerintah

Daerah




NO. JENIS TENTANG MATERI POKOK STATUS PELAKSA | PENJELASAN OPD TARGET KETERANGAN
NAAN PENYAMPAIAN
LAMA| BARU
(1] (2) (3) (4) (5)_| (6) (7) (8) 9) (10) (11)
69. | Peraturan | tata cara pemungutan retribusi v 2024 Dinlutkan 2024
Bupati penyediaan tempat pelelangan
ikan
70. | Peraturan | Tata Cara Pemungutan penjualan 2024 Dinlutkan 2024
Bupati hasil produksi usaha Pemerintah
Daerah
71. | Peraturan | Tarif Layanan pada  Pusat 2024 Dinas 2024
Bupati Kesehatan Masyarakat di Kab. Kesehatan
Rembang
72. | Peraturan | Standar Pelayanan Minimal 2024 Dinas 2024
Bupati Bidang Kesehatan  Kabupaten Kesehatan
Rembang
73. | Peraturan | tata cara pemungutan retribusi 2024 Dindikpora 2024
Bupati pelayanan tempat olahraga

BUPATI REMBANG,

s

ABDUL HAFIDZ




NO. JENIS TENTANG MATERI POKOK STATUS PELAKSA | PENJELASAN OPD TARGET KETERANGAN
NAAN PENYAMPAIAN
LAMA| BARU
(1) 2) (3) () (5[ (6) ) (8) 9) (10) (11)
69. | Peraturan | tata cara pemungutan retribusi v 2024 Dinlutkan 2024
Bupati penyediaan tempat pelelangan
ikan
70. | Peraturan | Tata Cara Pemungutan penjualan v 2024 Dinlutkan 2024
Bupati hasil produksi usaha Pemerintah
Daerah
71. | Peraturan | Tarif Layanan pada  Pusat v 2024 Dinas 2024
Bupati Kesehatan Masyarakat di Kab. Kesehatan
Rembang
72. | Peraturan | Standar Pelayanan Minimal v 2024 Dinas 2024
Bupati Bidang Kesehatan Kabupaten Kesehatan
Rembang
73. | Peraturan | tata cara pemungutan retribusi v 2024 Dindikpora 2024
Bupati pelayanan tempat olahraga
74. | Peraturan | tata cara dan persyaratan v 2024 Bagian 2024
Bupati pemberian insetif guru madin TPQ Kesejahteraan
Rakyat Setda

ABDUL HAFIDZ

BUPATI REMBANG,



